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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 
penting terhadap kemajuan suatu negara. Meningkatnya kualitas 
sumber daya manusia memungkinkan banyaknya perkembangan 
dalam berbagai bidang kehidupan dan meningkatnya persaingan 
dalam hal kualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat terbentuk 
melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Mahasiswa 
sebagai titik awal untuk memasuki dunia kerja tidak cukup hanya 
mengandalkan teori, tetapi juga perlu meningkatkan pemahaman 
praktik. Dalam mewujudkan hal tersebut, departemen Statistika 
Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) ITS sebagai salah satu 
wadah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap 
menghadapi tantangan global mewajibkan mahasiswa yang telah 
menempuh 100 SKS untuk melaksanakan kerja praktik di berbagai 
lembaga yang meliputi industri, ekonomi, bisnis, sosial, dan lain-
lain. 
Kerja praktik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
praktikal dalam keilmuan statistika sehingga dapat lebih memahami 
penerapan teori di dalam dunia kerja. Ilmu statistika dapat 
diterapkan dalam hal pengolahan data dan menganalisis suatu data 
hingga menarik kesimpulan dari data yang disajikan (Walpole, 
2012). Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru merupakan salah 
satu lembaga yang dapat menjadi tujuan kerja praktik bagi 
mahasiswa Statistika ITS, karena ilmu dan materi yang telah 
didapatkan mahasiswa bisa diterapkan di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru, salah satunya tentang analisis dan visualisasi data 
perkara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, 
Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan 
Peradilan Umum yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota 
kabupaten. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri 
berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.  
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Semua data perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru di input dalam Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru. Data perkara yang 
tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) meliputi 
perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata 
khusus. Statistika berperan penting dalam menganalisis data yang 
disajikan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru sehingga 
dapat diinformasikan dan menjadi evaluasi kepada Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan. Dalam pelaksanaan kerja praktik di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru, dilakukan analisis dan visualisasi data perkara 
yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 
hingga 1 Juli 2020 yang ditampilkan dalam bentuk dashboard yang 
interaktif, sehingga mempermudah instansi dalam pemantauan serta 
pengambilan kebijakan terkait peningkatan pelayanan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 
1.2 Tujuan 
Berikut ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari 
pelaksanaan kerja praktik. 
1.2.1 Tujuan Umum 
Beberapa tujuan umum yang ingin dicapai melalui 
pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut. 
1. Mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja dan 
mengembangkan pola pikir mahasiswa. 
2. Menerapkan ilmu statistika dalam Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru, terutama untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa persoalan dengan pendekatan metode statistika. 
3. Memberikan pengalaman mengenai sistem kerja Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru, baik dari sisi struktural hingga 
manajerial. 
4. Mahasiswa dapat berpikir kritis, praktis, dan sistematis 
dalam menghadapi permasalahan Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru sehingga dapat memberikan solusi dari 
permasalahan yang ada. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 
Berikut tujuan khusus yang ingin dicapai melalui 
pelaksanaan kerja praktik. 
1. Mengidentifikasi tingkat pelayanan di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru menggunakan metode analisis statistika 
deskriptif dan analisis eksplorasi data. 
2. Membantu memberi masukan dalam pelaksanaan penyajian 
data dengan membuat program dashboard data perkara 
menggunakan Shiny R. 
1.3 Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja 
praktik ini adalah sebagai berikut. 
1.3.1 Manfaat Bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
Manfaat pelaksanaan kerja praktik untuk Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru adalah sebagai berikut.  
1. Terjalin kerja sama antara Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dengan Departemen Statistika ITS Surabaya.  
2. Memperoleh masukan dari setiap hasil analisis dan 
penelitian yang dilakukan. 
3. Memberikan kesempatan bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam pengembangan 
profesionalisme atau mutu pendidikan. 
1.3.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 
Kerja praktik yang dilakukan dapat memberikan pengalaman 
baru tentang dunia kerja dan menambah pemahaman dari penerapan 
ilmu teori statistika dalam bentuk nyata serta mampu 
mengaplikasikan ilmu statistika di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru secara profesional dengan adaptasi yang telah dilakukan 
di lingkungan kerja. 
1.3.3 Manfaat Bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS) 
Mampu mengukur kemampuan mahasiswa dalam 
mengaplikasikan ilmu statistika di lapangan dan menambah 
referensi (tinjauan pustaka) khususnya mengenai perkembangan 
statistika yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.
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BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
2.1 Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang 
sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri 
Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang 
dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung 
tersebut dibangun secara bertahap, bagian muka dibangun sekitar 
tahun 1959, kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-
kira tahun 1962, dibagian samping kiri dibangun tahun 1963, dan 
terakhir dibangun ruang sidang besar tahun 1968. Lambang 
Pengadilan Negeri Pekanbaru ditampilkan pada Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1 Lambang Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru mempunyai ruang 
tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu: 
1. Dua ruang sidang utama 
2. Empat ruang sidang biasa 
3. Satu ruang sidang anak 
Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai bagian dari lembaga 
peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan 
kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi 
pemerintah menurut instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban 
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan 
perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun 
kewenangan dalam melayani pencari keadilan. 
5 
 
2.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah terwujudnya 
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang agung. 
Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut. 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru. 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 
pencari keadilan. 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri 
Pekanbaru. 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan 
Negeri Pekanbaru. 
2.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru 
Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah 
lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan 
Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tugas 
pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, 
mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, 
Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan 
bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, 
dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak 
dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan 
maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok 
tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-
tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, 
memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan 
memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut 




2.3 Struktur Organisasi  
Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua 
dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim yang melakukan 
pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas 
terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya 
citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan 
kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan 
lainnya (Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2020). Struktur Organisasi 















































BAB III  
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 
3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Praktik 
Kegiatan kerja praktik dilaksanakan pada Rabu, 1 Juli 2020 
sampai dengan Jumat, 31 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No. 85 Sukajadi 
Pekanbaru, Riau. Jam kerja di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru pada hari Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 WIB 
hingga 16.30 WIB dan pada hari Jumat dimulai pukul 08.00 WIB 
hingga 17.00 WIB. 
Secara garis besar, kegiatan kerja praktik di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru terdiri atas pengenalan Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru, wawasan terkait ilmu hukum, wawasan 
terkait peran dan tugas hakim, dan mengolah data yang tersedia pada 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri 
Pekanbaru. Peneliti ditempatkan di divisi Kepaniteraan Hukum 
dimana rincian kegiatan pelaksanaan kerja praktik secara garis besar 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat dilihat pada 
Lampiran 2.  
3.2 Metodologi Penyelesaian Permasalahaan 
Metode penyelesaian permasalahaan dalam kerja praktik di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru menggunakan analisis 
statistika deskriptif terhadap data lama proses perkara dan 
melakukan analisis eksplorasi data untuk melihat perbandingan 
jumlah perkara berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan 
perkara, dan perbandingan lama proses perkara tiap tahun yang 
disusun dalam bentuk dashboard yang interaktif. Hasil statistika 
deskriptif dan pembuatan dashboard tersebut diharapkan dapat 
mempermudah Pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
maupun pembaca dalam menginterpretasikan data perkara yang 
tersedia di SIPP. 
3.2.1 Sumber Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru. 
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Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data perkara 
yang dimulai dari tahun 2013 hingga 1 juli 2020. Dikarenakan SIPP 
Pengadilan Negeri Pekanbaru mulai beroperasi pada tahun 2013. 
Sehingga data perkara dibawah tahun 2013 yang tersedia pada SIPP 
dianggap tidak valid. 
3.2.2 Variabel Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data 
sekunder yang diperoleh melalui website Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang 
diakses pada 1 Juli 2020. Data terdiri dari 5 variabel yang dipilih 
karena tidak bersifat privasi dan merupakan data yang umum untuk 
dianalisis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ditampilkan 
pada Tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian. 
Variabel Keterangan 
1
X  Tanggal Register 
2
X  Klasifikasi Perkara 
3
X  Tahapan 
4
X  Status Perkara 
5
X  Lama Proses (Hari Kerja) 
3.3 Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data SIPP 
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
3.3.1 Statistika Deskriptif 
Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang 
berguna untuk menggambarkan sifat atau karakteristik data. 
Beberapa bentuk statistika deskriptif yang sering digunakan adalah 
ukuran-ukuran pemusatan data seperti mean dan median, serta 
ukuran penyebaran data seperti varians dan standar deviasi. 
Statistika deskriptif bisa juga berupa grafik yang mempermudah 
deskripsi karakteristik data seperti boxplot, histogram, bar chart, 
dan lain sebagainya (Walpole, 2012). 
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3.3.2 Bar Chart 
Diagram batang (bar chart) adalah diagram yang 
menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam 
bentuk persegi panjang atau persegi. Pada umumnya diagram 
batang menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek 
penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang 
menunjukkan batang-batang tegak, mendatar, dan sama lebar 
dengan batang-batang terpisah (Wijayanto, 2011). 
3.3.3 Histogram 
Histogram adalah sebuah grafik batang yang menunjukkan 
frekuensi data yang memberikan cara yang paling mudah untuk 
mengevaluasi distribusi data (Hestianto, 2011).  
3.3.4 Pie Chart 
Pie chart (diagram lingkaran) adalah penyajian data statistik 
yang dinyatakan dalam persen atau derajat. Kelebihan punggunaan 
pie chart ialah untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi 
data (Meo, et al., 2014). 
3.3.5 Box Plot 
Box plot (box and whisker) merupakan suatu box yang 
berguna untuk menggambarkan suatu data melalui lima ukuran, 
yaitu; nilai observasi terkecil, kuartil terendah atau kuartil pertama 
(Q1), median atau nilai pertengahan (Q2), kuartil tertinggi atau 
kuartil ketiga (Q3), dan nilai observasi terbesar (Putra, 2018). 
3.3.6 Dashboard 
Dashboard merupakan sebuah tampilan visual dari suatu 
informasi yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar, sehingga 
menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. 
Tujuan dalam penggunaan dashboard menurut Eckerson (2006) 
dalam Hariyanti (2008) ialah mengkomunikasikan strategi, 
memonitoring dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, dan 
menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak.  
10 
 
BAB IV  
HASIL KERJA PRAKTIK 
4.1 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana 
Umum, Pidana Khusus, Perdata Umum, dan Perdata 
Khusus 
Karakteristik dan gambaran umum pada perkara pidana 
umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus yang 
terdata pada SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru adalah 
sebagai berikut. 
4.1.1 Pidana Umum 
Pidana umum adalah pidana yang dibentuk untuk 
diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Perkara pidana 
umum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi atas lima kelompok, yaitu; 
pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan 
perkara lalu lintas. Jumlah perkara pidana umum di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 138.129 perkara. Adapun 
karakteristik dan gambaran umum pada tiap kelompok adalah 
sebagai berikut. 
4.1.1.1 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana 
Biasa 
Karakteristik lama proses perkara pidana biasa di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2013 1108 62.4 1095.1 11 307 
2014 1219 66.7 1132.2 6 497 
2015 1156 57.7 727.5 15 394 
2016 1282 57.9 563.9 14 184 
2017 1156 62.5 753.1 12 308 
2018 1343 68.8 10401.0 13 309 
2019 1356 58.9 812.7 12 320 
2020 632 51.6 653.2 1 126 
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Perkara pidana biasa yang terdata pada SIPP Pengadilan 
Negeri Pekanbaru paling banyak terjadi pada tahun 2019 sebesar 
1356 perkara dan paling sedikit terjadi pada tahun 2020 sebesar 632 
perkara. Jumlah perkara pidana biasa dari tahun 2017 hingga tahun 
2019 cenderung meningkat, artinya terjadi peningkatan tindak 
kriminalitas di masyarakat. Meningkatnya tindak kriminalitas di 
masyarakat dapat terjadi dikarenakan menurunnya faktor ekonomi 
dan kurangnya edukasi masyarakat. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
rata-rata proses perkara paling lama terjadi pada tahun 2018 yaitu 
selama 69 hari dan rata-rata proses perkara paling sebentar terjadi 
pada tahun 2020 yaitu selama 52 hari atau dapat dikatakan bahwa 
rata-rata lama proses dari tahun 2019 hingga Juli 2020 cenderung 
menurun setelah terjadi peningkatan rata-rata lama proses perkara 
dari tahun 2016 hingga 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
semakin baik dalam menyelesaikan perkara pidana biasa. Selain itu, 
sistem hukum yang semakin baik merupakan salah satu faktor 
terjadinya peningkatan waktu proses perkara. Nilai variansi lama 
proses perkara pada tahun 2013 hingga 2020 sangat besar, artinya 
keheterogenan waktu proses perkara pidana biasa setiap tahunnya 
sangat tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu tahun 
dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap 
klasifikasi perkara pidana biasa berbeda. Beberapa solusi dalam 
meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan 
meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien. 
Waktu proses perkara paling sebentar terjadi pada tahun 2020 yaitu 
selama 1 hari dan waktu proses perkara paling lama terjadi pada 
tahun 2014 selama 497 hari. Visualiasasi jumlah perkara pidana 




Gambar 4.1 Jumlah Perkara Pidana Biasa Berdasarkan Klasifikasi Perkara di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Data pidana biasa di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru 
berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 64 klasifikasi. Gambar 
4.1 menunjukkan 6 klasifikasi perkara dari tahun 2013 hingga 1 Juli 
2020 yang memiliki frekuensi tertinggi. Perkara dengan jumlah 
kasus terbesar ialah perkara narkotika yaitu sebesar 3408 kasus, 
diikuti dengan perkara pencurian sebesar 2567 kasus, dan perkara 
penggelapan sebesar 689 kasus. Hal tersebut dapat menjadi acuan 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi 
perkara pidana biasa yang sering terjadi, sehingga dapat 
meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih 
efisien. Perkara pidana biasa dengan jumlah kasus terendah ialah 
perkara kejahatan jabatan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, 
kejahatan terhadap ketertiban umum, meteorologi, klimatologi dan 
geofisika, pajak daerah dan retribusi daerah, pelanggaran ketertiban 
umum, pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan, 
pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, 
pencemaran nama baik, penerbangan, perbankan syariah negara, 
dan pertambangan mineral dan batubara. Masing-masing perkara 
tersebut hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020. 
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Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan tahapan 
perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
yang ditampilkan pada Gambar 4.2. 
 
Gambar 4.2 Persentase Tahapan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.2 menunjukkan persentase tahapan perkara di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 dimana 
berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebesar 90,8% 
perkara sudah dalam tahap putusan, 3,66% perkara dalam tahap 
kasasi, 3,3% perkara dalam tahap banding, 1,53% perkara dalam 
tahap persidangan, 0,411% perkara dalam tahap penetapan, dan 
0,303% perkara dalam tahap peninjauan kembali. 
4.1.1.2 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana 
Singkat 
Perkara pidana singkat berdasarkan Pasal 203 Ayat (1) 
KUHAP merupakan perkara pidana yang menurut Penuntut Umum 
pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 
sederhana. Karakteristik lama proses perkara pidana singkat yang 
terdata di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru ditunjukkan pada 
Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Singkat di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2014 7 7.7 8.9 1 9 
2020 11 1.2 0.2 1 2 
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah perkara 
pidana singkat terbesar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
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terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11 perkara dimana pada tahun 
tersebut rata-rata waktu proses perkara lebih singkat yaitu 2 hari 
dibandingkan dengan tahun 2014 selama 8 hari, artinya performa 
pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
menyelesaikan perkara pidana singkat semakin baik. Nilai variansi 
waktu proses perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 
2014, artinya waktu proses perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru cenderung homogen di tahun 2020. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana singkat sudah 
sangat baik. Waktu proses paling singkat untuk perkara pidana 
singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah 1 hari dan 
waktu proses maksimum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
ialah 9 hari. Visualisasi jumlah perkara berdasarkan klasifikasi 
perkara ditampilkan pada Gambar 4.3. 
 
Gambar 4.3 Jumlah Perkara Pidana Singkat Berdasarkan Klasifikasi Perkara di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Data perkara pidana singkat di SIPP Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 2, 
yaitu; pelanggaran dan penggelapan. Berdasarkan Gambar 4.3 dapat 
dilihat bahwa total perkara pelanggaran yang terdata di SIPP 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 17 perkara dan 
total perkara penggelapan sebesar 1 perkara. Hal tersebut 
menunjukkan perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru lebih didominasi oleh perkara pelanggaran. Hal tersebut 
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dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
mengantisipasi perkara pidana singkat yang sering terjadi.      
Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan tahapan 
perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
yang ditampilkan pada Gambar 4.4. 
 
Gambar 4.4 Persentase Tahapan Perkara Pidana Singkat di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.4 ditunjukkan bahwa sebesar 94,4% 
perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
per 1 Juli 2020 sudah dalam tahap putusan dan sisanya sebesar 
5,56% perkara dalam tahap banding. 
4.1.1.3 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana 
Cepat 
Perkara pidana cepat menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP 
diartikan sebagai perkara-perkara pidana yang diancam dengan 
hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda Rp7.500. 
Karakteristik lama proses perkara pidana cepat yang terdata di SIPP 
Pengadilan Negeri Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Cepat di Pengadillan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2013 6 5.5 27.1 2 16 
2015 9 3.0 2.5 1 6 
2016 20 7.0 213.9 2 69 
2017 17 3.4 1.4 1 6 
2018 10 3.4 4.9 1 9 
2019 5 1.0 0.0 1 1 
2020 8 1.0 0.0 1 1 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perkara pidana cepat paling 
banyak terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 20 perkara dan perkara 
paling sedikit terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 5 perkara. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa tindak kriminalitas di Pekanbaru pada 
tahun 2016 sangat tinggi, tetapi mulai tahun 2017 terjadi penurunan 
hingga tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan 
masyarakat semakin baik. Terjadi peningkatan jumlah perkara 
pidana cepat di tahun 2020 mengindikasikan terjadinya penurunan 
tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020. Salah satu 
faktornya ialah karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 
2020 membuat tingkat perekonomian masyarakat menurun dan 
memungkinkan meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat.   
Rata-rata lama proses perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 konstan yaitu 
selama 1 hari dimana waktu proses terlama terjadi di tahun 2016 
yaitu sebesar 69 hari, artinya performa pelayanan Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana cepat 
semakin baik. Visualisasi jumlah perkara berdasarkan klasifikasi 
perkara ditampilkan pada Gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5 Jumlah Perkara Pidana Cepat Berdasarkan Klasifikasi Perkara di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Perkara pidana cepat di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru 
yang terdata dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 terdiri atas 9 
klasifikasi perkara dimana perkara dengan frekuensi terbesar ialah 
perkara pencurian yaitu sebesar 29 perkara dan diikuti dengan 
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perkara penganiayaan sebesar 17 perkara. Informasi tersebut dapat 
menjadi acuan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan 
edukasi dan paparan untuk antisipasi masyarakat terkait perkara 
pidana cepat yang sering terjadi. Sedangkan perkara pidana cepat 
dengan frekuensi terendah ialah perkara kejahatan terhadap 
ketertiban umum, penghancuran atau perusakan barang, dan 
penghinaan yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru.  
Kemudian dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara 
pidana cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang 
ditampilkan pada Gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6 Persentase Tahapan Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.6 menunjukkan persentase tahapan perkara pidana 
cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dimana sebesar 
97,3% perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru sudah dalam tahap putusan, sedangkan perkara dalam 
tahap peninjauan kembali dan banding masing-masing sebesar 
1,33%. 
4.1.1.4 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana 
Pra Peradilan 
Merujuk Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, pra peradilan 
merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan 
Negeri dengan tujuan sebagai kontrol atau pengawasan atas 
jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak 
tersangka atau terdakwa. Pra peradilan adalah wewenang 
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau  
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tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan 
ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau 
pihak lain atau kuasanya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan, 
dan sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Karakteristik lama 
proses perkara pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Pra Peradilan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2016 24 18.4 47.0 2 37 
2017 27 20.3 48.1 10 36 
2018 28 20.1 49.8 5 36 
2019 22 22.3 70.4 7 37 
2020 17 27.2 22.9 20 40 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa perkara pra peradilan di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru paling banyak terjadi pada 
tahun 2018 yaitu sebesar 28 kasus. Jumlah perkara pidana pra 
peradilan cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2020. Rata-
rata waktu proses perkara paling lama terjadi pada tahun 2020 yaitu 
selama 28 hari dan rata-rata waktu proses perkara paling singkat 
terjadi pada tahun 2016 yaitu selama 19 hari. Rata-rata waktu proses 
perkara pidana pra peradilan dari tahun 2019 hingga 2020 
cenderung meningkat, artinya performa pelayanan Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung menurun dalam 
menyelesaikan perkara pidana pra peradilan. Salah satu solusi 
dalam meningkatkan performa pelayanan ialah melakukan 
peningkatan sistem hukum untuk pidana pra peradilan dan membuat 
sistem yang efisien untuk meningkatkan kinerja pegawai. Variansi 
lama proses perkara pidana pra peradilan dari tahun 2016 hingga 
2020 cukup besar, sehingga dapat disimpulkan waktu proses 
perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
cenderung heterogen. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu 
tahun dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses 
pada tiap klasifikasi perkara pidana pra peradilan berbeda. Beberapa 
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solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara 
ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih 
efisien. Visualisasi jumlah perkara pidana pra peradilan berdasarkan 
klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.7. 
 
Gambar 4.7 Jumlah Perkara Pidana Pra Peradilan Berdasarkan Klasifikasi 
Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa perkara pidana 
pra peradilan yang terdata di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru 
dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 terdiri atas 10 klasifikasi perkara. 
Frekuensi perkara pidana pra peradilan terbanyak ialah perkara sah 
atau tidaknya penetapan tersangka yaitu sebesar 46 perkara, 
selanjutnya diikuti dengan perkara sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan yaitu sebesar 28 perkara. Sedangkan perkara pidana pra 
peradilan dengan frekuensi terkecil ialah perkara ganti kerugian dan 
rehabilitasi dan perkara sah atau tidaknya penghentian penuntutan 
yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 
Hal tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara pidana pra peradilan yang 
sering terjadi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan 
membuat waktu proses perkara lebih efisien. 
Kemudian dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara 
pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 




Gambar 4.8 Persentase Tahapan Perkara Pidana Pra Peradilan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.8 menunjukkan bahwa persentase tahapan perkara 
pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 
1 Juli 2020 sebesar 99,2% perkara pidana pra peradilan sudah dalam 
tahap putusan dan sisanya sebesar 0,847% perkara dalam tahap 
persidangan. 
4.1.1.5 Karakteristik dan Gambaran Perkara Lalu Lintas 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara 
pelanggaran lalu lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang meliputi tahapan sebelum, 
pada saat, dan setelah proses persidangan. Pelanggaran tertentu 
terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, diperiksa 
dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di Pasal 211 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. Karakteristik perkara pidana pra peradilan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Karakteristik Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Jumlah Perkara Minimum Maximum 
2016 13638 682 4479 
2017 30880 721 4887 
2018 23747 802 3839 
2019 37881 938 7358 
2020 22520 62 7609 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perkara lalu lintas di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang terdata dari tahun 
2016 hingga 1 Juli 2020 dengan frekuensi terbanyak terjadi pada 
tahun 2019 yaitu sebesar 37.881 perkara, sedangkan frekuensi 
terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 13.638 perkara. 
Jumlah perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 cenderung naik dan turun setiap 
tahunnya. Hal tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat 
Pekanbaru yang kurang peduli akan peraturan lalu lintas, sehingga 
perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar 
menaati peraturan lalu lintas. 
Setiap bulannya dalam proses keluar masuk perkara lalu 
lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru memungkinkan 
adanya sisa perkara yang belum diselesaikan. Secara visual sisa 
perkara setiap bulannya ditampilkan pada Gambar 4.9. 
 
Gambar 4.9 Sisa Perkara Lalu Lintas Setiap Bulan di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru dari Tahun 2016 Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa sisa perkara 
lalu lintas terbanyak terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yaitu sebesar 
1.440 perkara, diikuti bulan Januari tahun 2019 sebesar 819 perkara. 
Gambar 4.9 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sering 
terjadi perkara lalu lintas yang bersisa yaitu sebanyak 6 kali pada 
bulan Januari, Februari, April, Juli, September, dan Oktober. 
Informasi tersebut dapat menjadi evaluasi kepada Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru untuk meningkatkan sistem pelayanan 




4.1.2 Pidana Khusus 
Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang 
dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu, seperti 
angota angkatan bersenjata atau merupakan hukum pidana yang 
mengatur tindak pidana tertentu diluar KUHP yang berhubungan 
dengan hukum pidana umum. Perkara pidana khusus yang terjadi 
dan terdata pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi atas dua kelompok, yaitu; 
pidana anak dan tindak pidana korupsi. Jumlah perkara pidana 
khusus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 
hingga 1 Juli 2020 ialah sebesar 806 perkara. Adapun karakteristik 
dan gambaran umum pada tiap kelompok adalah sebagai berikut. 
4.1.2.1 Karakteristik dan Gambaran Perkara Pidana Anak 
Pidana anak (kinderstraf) adalah pidana bagi anak-anak yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. 
Karakteristik lama proses pidana anak ditampilkan pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2014 1 84.0 * 84 84 
2015 16 129 195055 5 1785 
2016 22 19.1 77.5 11 48 
2017 50 18.9 94.6 6 60 
2018 36 15.7 56.4 5 50 
2019 73 15.0 59.7 4 49 
2020 37 14.6 86.6 3 61 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah perkara 
pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 
2014 hingga 2017 cenderung mengalami kenaikan dan kemudian 
jumlah perkara pidana anak turun dan naik kembali pada tahun 2019 
hingga akhirnya turun kembali pada tahun 2020. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak dibawah umur di 
Pekanbaru yang melakukan tindak kriminal. Kurangnya 
pengetahuan dan faktor lingkungan terutama keluarga merupakan 
faktor utama masih banyak anak-anak dibawah umur yang 
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melakukan tindak kriminal. Pemerintah perlu melakukan antisipasi 
dengan meningkatkan moral dan pengetahuan anak-anak dibawah 
umur, sehingga dapat meminimalisir tindak kriminalitas pada anak-
anak dibawah umur. Rata-rata waktu proses perkara pidana anak di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru paling lama terjadi pada 
tahun 2015 yaitu selama 129 hari, sedangkan rata-rata waktu proses 
perkara paling sebentar terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 
selama 15 hari. Rata-rata waktu proses perkara pidana anak dari 
tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 mengalami penurunan. Artinya 
pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
menyelesaikan perkara pidana anak semakin baik. Variansi lama 
proses perkara pidana anak dari tahun 2014 hingga 2020 cukup 
besar, sehingga dapat disimpulkan waktu proses perkara pidana 
anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung 
heterogen. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu tahun dapat 
terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap 
klasifikasi perkara pidana anak berbeda. Beberapa solusi dalam 
meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan 
meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien. 
Visualisasi jumlah perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi 
perkara ditampilkan pada Gambar 4.10. 
 
Gambar 4.10 Jumlah Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
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Gambar 4.10 menunjukkan bahwa perkara pidana anak di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 
Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 12 klasifikasi 
perkara, dimana perkara yang sering terjadi ialah perkara pencurian 
yaitu sebanyak 153 perkara, diikuti dengan perkara perlindungan 
anak sebanyak 29 perkara, dan perkara narkotika sebanyak 20 
perkara. Sedangkan perkara yang jarang terjadi ialah kejahatan 
terhadap nyawa, pemerasan dan pengancaman, dan perbuatan tidak 
menyenangkan yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru. Informasi tersebut dapat menjadi acuan 
kepada pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman mengenai 
perkara yang sering terjadi pada anak-anak dibawah umur. 
Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara pidana 
anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 yang 
ditampilkan pada Gambar 4.11. 
 
Gambar 4.11 Persentase Tahapan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa perkara 
pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 
2020 sebesar 90,6% perkara pidana anak sudah dalam tahap 
putusan, 4,26% perkara dalam tahap banding, 3,4% perkara dalam 
tahap kasasi, 0,851% perkara dalam tahap diversi, 0,426% perkara 
dalam tahap persidangan, dan 0,426% perkara dalam tahap 
penetapan.  
4.1.2.2 Karakteristik dan Gambaran Perkara Tindak Pidana 
Korupsi 
Perbuatan korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan 
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Pasal 3 merupakan setiap perbuatan seseorang atau badan hukum 
yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. Karakteristik lama 
proses perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Karakteristik Lama Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2013 67 130.6 1358.4 75 242 
2014 66 139.3 1061.2 56 268 
2015 88 115.2 701.1 34 155 
2016 88 115.5 629.6 63 162 
2017 99 118.2 1543.3 32 236 
2018 64 118.1 685.0 49 152 
2019 65 114.1 533.5 62 142 
2020 30 87.7 1516.7 3 141 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru terbanyak terjadi pada 
tahun 2017 yaitu sebanyak 99 kasus, sedangkan perkara yang paling 
sedikit terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 kasus. Penurunan 
jumlah perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2020 
mengindikasikan terjadinya peningkatan kejujuran masyarakat 
Pekanbaru untuk tidak melakukan korupsi. Walaupun demikian, 
pemerintah tetap harus menanamkan sifat anti korupsi pada 
masyarakat sehingga kemudian perkara tindak pidana korupsi di 
Pekanbaru tidak terjadi. Rata-rata waktu proses perkara tindak 
pidana korupsi dari tahun 2018 hingga 1 Juli 2020 cenderung 
mengalami penurunan dimana waktu proses paling singkat terjadi 
pada tahun 2020 yaitu selama 88 hari. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. 
Kemudian nilai variansi waktu proses perkara tindak pidana korupsi 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 
Juli 2020 sangat besar, artinya waktu proses perkara di Pengadilan 
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Negeri Kelas 1A Pekanbaru heterogen. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap orangnya berbeda. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi ialah dikarenakan proses 
pembuktian terdakwa dan banyaknya saksi dalam perkara. Beberapa 
solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara 
ialah dengan meningkatkan sistem hukum terkait tindak pidana 
korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru. Waktu proses perkara tindak pidana korupsi 
yang paling singkat terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 3 hari dan 
waktu proses perkara tindak pidana korupsi yang paling lama terjadi 
pada tahun 2014 yaitu selama 268 hari. 
Kemudian dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara 
tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
yang ditunjukkan pada Gambar 4.12. 
 
Gambar 4.12 Persentase Tahapan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.12 menunjukkan bahwa perkara tindak pidana 
korupsi dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 sebesar 57,3% perkara 
sudah dalam tahap putusan, 22,6% perkara dalam tahap kasasi, 
8,47% perkara dalam tahap banding, 8,29% perkara dalam tahap 
peninjauan kembali, 2,82% perkara dalam tahap persidangan, dan 
0,529% perkara dalam tahap penetapan. 
4.1.3 Perdata Umum 
Perkara perdata umum adalah perkara mengenai perselisihan 
antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu 
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badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Perkara 
perdata umum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi atas empat kelompok, yaitu; 
perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan 
bantahan, dan perdata permohonan. Jumlah perkara perdata umum 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 5881 
perkara. Adapun karakteristik dan gambaran umum pada tiap 
kelompok adalah sebagai berikut. 
4.1.3.1 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Gugatan 
Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung 
sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk 
menggugat pihak lain sebagai tergugat. Bentuk gugatan ada 2 
macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum 
mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene 
Inlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 142 Rectstreglement voor de 
Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR 
untuk gugatan lisan. Karakteristik lama proses perkara perdata 
gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditunjukkan 
pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2013 146 158.8 7729.4 16 379 
2014 128 99.7 3304.4 3 312 
2015 162 117.8 5526.0 13 407 
2016 317 124.1 5455.2 7 357 
2017 291 127.5 5701.7 2 367 
2018 307 136.7 6650.2 4 423 
2019 327 102.4 4247.4 1 317 
2020 154 72.3 1727.4 1 177 
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat ditunjukkan bahwa perkara 
perdata umum paling banyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 
327 kasus. Jumlah perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2018 hingga 2019 cenderung 
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meningkat. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa terjadi 
peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekanbaru 
mengenai hukum. Rata-rata waktu proses perkara perdata gugatan 
dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan, tetapi dari tahun 
2019 hingga 1 Juli 2020 cenderung menurun. Artinya pelayanan 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan 
perkara perdata gugatan semakin baik. Nilai variansi waktu proses 
perkara dari tahun 2013 hingga 2020 sangat besar, artinya waktu 
proses perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru heterogen. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu 
tahun dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses 
pada tiap klasifikasi perkara perdata gugatan berbeda. Beberapa 
solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara 
ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih 
efisien. Waktu proses perkara perdata gugatan paling singkat terjadi 
pada tahun 2019 dan 2020 yaitu selama 1 hari dan waktu proses 
paling lama terjadi pada tahun 2018 yaitu selama 423 hari. 
Visualisasi jumlah perkara perdata gugatan berdasarkan klasifikasi 
perkara ditampilkan pada Gambar 4.13. 
 
Gambar 4.13 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Berdasarkan Klasifikasi Perkara 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
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Gambar 4.13 menunjukkan bahwa perkara perdata gugatan 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 
Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 22 klasifikasi 
perkara, dimana perkara yang sering terjadi ialah perkara perbuatan 
melawan hukum sebanyak 689 perkara, perkara perceraian sebesar 
577 perkara, dan perkara wanprestasi sebesar 406 perkara. 
Sedangkan perkara yang jarang terjadi ialah perkara gugatan 
terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang 
memperjuangkan lingkungan hidup, hibah, keberatan atas ganti 
kerugian pangadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum, keterbukaan informasi publik, dan perseroan yang hanya 
terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Informasi 
tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara perdata gugatan 
berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga dapat 
meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih 
efisien. 
Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara 
perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 
2020 yang ditampilkan pada Gambar 4.14. 
 
Gambar 4.14 Persentase Tahapan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
  Berdasarkan Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa persentase 
tahapan perkara perdata gugatan dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 
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sebesar 67% perkara perdata gugatan sudah dalam tahap putusan, 
15,7% perkara dalam tahap kasasi, 8,52% perkara dalam tahap 
banding, 6% perkara dalam tahap persidangan, 1,47% perkara 
dalam tahap peninjauan kembali, 0,873% perkara dalam tahap 
eksekusi, 0,328% perkara dalam tahap penetapan, dan 0,109% 
perkara dalam tahap pendaftaran. 
4.1.3.2 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Gugatan 
Sederhana 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa gugatan 
sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di 
persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil 
paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana. Di samping itu, gugatan sederhana 
diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup 
kewenangan peradilan umum. Karakteristik lama proses perkara 
perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan Sederhana di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2016 14 42.4 264.1 6 72 
2017 50 39.1 392.7 10 120 
2018 26 37.6 197.1 14 64 
2019 101 36.9 458.3 3 113 
2020 42 33.9 261.7 2 66 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa perkara perdata gugatan 
sederhana paling banyak terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu sebanyak 101 perkara, sedangkan 
perkara gugatan sederhana paling sedikit terjadi di tahun 2016 yaitu 
14 perkara. Semakin tingginya jumlah perkara perdata gugatan 
sederhana mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran dan 
pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum perdata 
gugatan sederhana. Rata-rata waktu proses perkara gugatan 
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sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahum 
2016 hingga 1 Juli 2020 cenderung menurun, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan 
sederhana semakin baik. Waktu proses perkara perdata gugatan 
sederhana paling singkat terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 2 
hari, sedangkan waktu proses perkara perdata gugatan sederhana 
paling lama terjadi pada tahun 2017 yaitu selama 120 hari. Nilai 
variansi waktu proses perkara perdata gugatan sederhana dari tahun 
2016 hingga 1 Juli 2020 cukup besar, artinya waktu proses perkara 
perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru cenderung heterogen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan sederhana di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap kasusnya berbeda. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah dikarenakan domisili 
para pihak berperkara yang berada di luar wilayah Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru, sehingga dilakukan panggilan secara 
delegasi. Salah satu solusi dalam meminimalisir keheterogenan 
waktu proses perkara ialah dengan menerapkan E-Court dan E-
Litigasi, sehingga semua proses pemanggilan kepada pihak-pihak 
yang berperkara bisa lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara 
perdata gugatan sederhana berdasarkan klasifikasi perkara 
ditampilkan pada Gambar 4.15. 
 
Gambar 4.15 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan 
Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.15 dapat ditunjukkan bahwa perkara 
perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
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Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 berdasarkan 
klasifikasi perkara terbagi atas 2, yaitu perkara perbuatan melawan 
hukum dan wanprestasi. Jumlah perkara perbuatan melawan hukum 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap tahunnya 
cenderung meningkat, sedangkan perkara wanprestasi cenderung 
naik dan turun setiap tahunnya dimana perkara terbanyak terjadi di 
tahun 2019 yaitu sebanyak 97 perkara. Informasi tersebut dapat 
menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
mengantisipasi perkara perdata gugatan sederhana berdasarkan 
klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga dapat 
meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih 
efisien. 
Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara 
perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru per 1 Juli 2020 pada Gambar 4.16. 
 
Gambar 4.16 Persentase Tahapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.16 menunjukkan bahwa persentase tahapan 
perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 sebesar 85,8% 
perkara sudah dalam tahap putusan, 11,2% perkara dalam tahap 
keberatan, 1,72% perkara dalam tahap persidangan, dan 1,29% 
perkara dalam tahap eksekusi. 
4.1.3.3 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Gugatan 
Bantahan 
Bantahan merupakan upaya tangkisan atau pembelaan yang 
diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Karakteristik lama proses 
perkara perdata gugatan bantahan ditampilkan pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan Bantahan di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2016 12 144.7 10852.1 8.0 329.0 
2017 3 196.7 1576.3 151.0 223.0 
2018 12 140.2 9674.3 13.0 296.0 
2019 6 151.3 5653.9 27.0 243.0 
2020 9 51.67 178.75 24.00 64.00 
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat ditunjukkan bahwa perkara 
perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 yaitu 
sebanyak 12 perkara. Terjadinya peningkatan jumlah perkara 
perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
pada tahun 2020 mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran 
dan pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum perdata 
gugatan bantahan. Rata-rata waktu proses perkara perdata gugatan 
bantahan dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 cenderung naik dan 
turun setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa performa 
pelayanan dalam menyelasaikan perkara perdata gugatan bantahan 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru naik dan turun setiap 
tahunnya. Waktu proses perkara perdata gugatan bantahan paling 
singkat dan paling lama terjadi pada tahun 2016. Nilai variansi 
waktu proses perkara perdata gugatan bantahan dari tahun 2016 
hingga 1 Juli 2020 sangat besar, artinya waktu proses perkara 
perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
cenderung heterogen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 
menyelesaikan perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap kasusnya berbeda. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi ialah dikarenakan domisili para pihak 
berperkara yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru, sehingga dilakukan panggilan secara delegasi. Salah 
satu solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses 
perkara ialah dengan menerapkan E-Court dan E-Litigasi, sehingga 
semua proses pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara 
bisa lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara perdata gugatan 
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bantahan berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 
4.17. 
 
Gambar 4.17 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bantahan Berdasarkan Klasifikasi 
Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.17 menunjukkan bahwa perkara perdata gugatan 
bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2016 
hingga 1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri dari 4 
perkara, yaitu perkara BPSK, objek sengketa bukan tanah, 
perbuatan melawan hukum, dan perceraian. Perkara BPSK, objek 
sengketa bukan tanah, dan perceraian hanya terjadi sekali di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Sedangkan perkara 
perbuatan melawan hukum dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 
selalu terjadi setiap tahunnya, dimana frekuensi tertinggi terjadi 
pada tahun 2018 yaitu sebanyak 11 perkara. Informasi tersebut 
dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
mengantisipasi perkara perdata gugatan bantahan berdasarkan 
klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru dapat meningkatkan pelayanan dan membuat 
waktu proses perkara lebih efisien. 
Selanjutnya dilakukan perbandingan status perkara perdata 
gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 




Gambar 4.18 Persentase Status Perkara Perdata Gugatan Bantahan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.18 dapat dilihat bahwa status perkara 
perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
per 1 Juli 2020 sebesar 42,9% perkara sudah dalam status minutasi, 
26,2% perkara dalam status persidangan, 19% perkara dalam status 
pengiriman berkas kasasi, 9,52% perkara dalam status 
pemberitahuan putusan banding, dan 2,38% perkara dalam status 
pengiriman berkas banding.  
4.1.3.4 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata 
Permohonan 
Permohonan merupakan permasalahan perdata yang 
diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon 
atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
Karakteristik lama proses perkara perdata permohonan Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2013 1843 17.2 282.2 1 309 
2014 203 12.8 126.6 2 80 
2015 181 19.3 1178.8 3 363 
2016 204 20.3 621.8 4 288 
2017 297 15.2 117.0 2 93 
2018 308 14.1 127.9 1 159 
2019 300 15.5 128.1 4 135 
2020 134 17.1 62.2 3 52 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa perkara perdata 
permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan 
frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1843 
perkara, sedangkan frekuensi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 
sebanyak 134 perkara. Semakin tingginya jumlah perkara perdata 
permohonan mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran dan 
pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum perdata 
permohonan. Rata-rata waktu proses perkara dari tahun 2017 hingga 
2018 cenderung turun, sedangkan rata-rata waktu proses pada tahun 
2019 hingga 1 Juli 2020 cenderung meningkat. Artinya performa 
pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
menyelesaikan perkara perdata permohonan cenderung menurun. 
Tingginya variansi waktu proses perkara perdata permohonan dapat 
disebabkan karena domisili para pihak berperkara yang berada di 
luar wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, sehingga 
perlu dilakukan panggilan secara delegasi. Salah satu solusi dalam 
meminimalisir keheterogenan atau tingginya variansi waktu proses 
perkara ialah dengan menerapkan E-Court dan E-Litigasi, sehingga 
semua proses pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara 
bisa lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara perdata permohonan 
berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.19. 
 
Gambar 4.19 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Berdasarkan Klasifikasi 
Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
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 Berdasarkan Gambar 4.19 dapat dilihat bahwa perkara 
perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 
1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 13 perkara, 
dimana perkara dengan frekuensi tertinggi terjadi ialah perkara lain-
lain yaitu sebanyak 1900 perkara. Selanjutnya perkara wali dan ijin 
jual sebanyak 704 perkara, serta perkara permohonan ganti nama 
sebanyak 613 perkara. Informasi tersebut dapat menjadi acuan 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi 
perkara perdata permohonan berdasarkan klasifikasi perkara yang 
sering terjadi, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara 
lebih efisien. Kemudian dilakukan perbandingan tahapan perkara 
perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 
1 Juli 2020 pada Gambar 4.20. 
 
Gambar 4.20 Persentase Tahapan Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Gambar 4.20 menunjukkan perkara perdata permohonan di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 sebesar 
99,7% perkara sudah dalam tahap putusan, sedangkan 0,173% 
perkara dalam tahap persidangan, dan 0,144% perkara dalam tahap 
penetapan. 
4.1.4 Perdata Khusus 
Perdata khusus adalah perkara mengenai perselisihan antar 
kepentingan perseorangan atau antar badan usaha atau badan hukum 
dengan kepentingan perseorangan yang diatur secara khusus (Lex 
Specialis Derogat Legi Generalis). Perkara perdata khusus yang 
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terjadi dan terdata di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya terdiri atas Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI). Jumlah perkara perdata khusus di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 665 perkara.  
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan 
khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap 
perselisihan hubungan industrial. Karakteristik lama proses perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 ditunjukkan pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Karakteristik Lama Proses Perkara Pengadilan Hubungan Industrial 
(PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Tahun Total Perkara Mean Variance Min Max 
2013 44 100.2 2302.6 21 238 
2014 65 114.6 1888.4 25 212 
2015 68 94.4 1141.4 24 202 
2016 103 87.2 707.5 16 173 
2017 102 89.7 709.5 21 166 
2018 105 96.7 1818.1 3 322 
2019 124 96.1 1447.2 23 262 
2020 54 81.9 1635.0 13 177 
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru cenderung mengalami peningkatan frekuensi perkara 
setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2019, tetapi pada tahun 
2020 (terdata hingga 1 Juli 2020) terjadi penurunan jumlah perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Semakin tingginya jumlah 
perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengindikasikan 
meningkatnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat 
Pekanbaru mengenai hukum Pengadilan Hubungan Industrial 
(PHI). Rata-rata waktu proses perkara Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari 
tahun 2016 hingga tahun 2018 cenderung meningkat, tetapi pada 
tahun 2019 hingga 2020 waktu proses perkara Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI) cenderung menurun. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa performa pelayanan perkara Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru semakin baik. Nilai variansi waktu proses perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru sangat besar, artinya waktu proses perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) heterogen. Hal tersebut 
dapat terjadi karena dalam satu tahun dapat terjadi banyak 
klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap klasifikasi perkara 
pidana pra peradilan berbeda. Waktu proses Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) diatur menurut Pasal 103 
UU No. 2 Tahun 2004 yaitu Majelis Hakim wajib memutus perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) paling lama 50 hari terhitung 
sejak sidang pertama. Konsekuensi jika ada perkara Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI) yang diputus melebihi waktu tersebut 
maka Majelis Hakim sudah melanggar UU tersebut. Waktu proses 
perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan waktu tercepat dan terlama 
terjadi pada tahun 2018. Visualisasi jumlah perkara Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan klasifikasi perkara 
ditampilkan pada Gambar 4.21. 
 
Gambar 4.21 Jumlah Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
Hingga 1 Juli 2020. 
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Gambar 4.21 menunjukkan bahwa perkara Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 13 klasifikasi, 
dimana klasifikasi perkara dengan frekuensi tertinggi ialah perkara 
perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak yaitu sebanyak 487 
perkara dan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja massal 
sebanyak 107 perkara. Klasifikasi perkara yang jarang terjadi atau 
hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah 
perkara pemberhentian karena tanpa adanya SKB (Surat 
Kesepakatan Bersama), perkara perselisihan antar pekerja dalam 
satu perusahaan, dan perkara perselisihan pemutusan hubungan 
kerja karena pekerja melakukan tindak pidana. Informasi tersebut 
dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
mengantisipasi perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat meningkatkan 
pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien. 
Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 pada Gambar 4.22. 
 
Gambar 4.22 Persentase Tahapan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020. 
Berdasarkan Gambar 4.22 dapat dilihat bahwa 47,7% 
perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam tahap kasasi, 43,8% perkara 
sudah dalam tahap putusan, 3,91% perkara dalam tahap 
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persidangan, 3,31% perkara dalam tahap peninjauan kembali, 
1,05% perkara dalam tahap eksekusi, dan 0,301% perkara dalam 
tahap penetapan. 
4.2 Dashboard Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
Tugas utama dalam pelaksanaan kerja praktik di Pengadilan 
Negeri Kelas 1A pekanbaru ialah pembuatan dashboard yang dapat 
di publish dalam bentuk web. Pembuatan dashboard ini dengan 
menggunakan software Shiny R. Dashboard Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru terdiri dari 5 menu yang dapat dipilih. 
Penjelasan pada masing-masing menu dashboard ialah sebagai 
berikut. 
4.2.1 Menu Home 
Menu home merupakan menu utama yang pertama kali 
ditampilkan pada saat membuka dashboard. Berikut tampilan home 
(menu utama) pada dashboard Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru. 
 
Gambar 4.23 Tampilan Home. 
Berdasarkan Gambar 4.23 dapat dilihat pada tampilan menu 
home terdapat 4 info box yang menampilkan jumlah perkara pada 
tiap perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 
2020. Info box yang berwarna merah merupakan jumlah perkara 
pidana umum, info box yang berwarna biru merupakan jumlah 
perkara pidana khusus, info box yang berwarna kuning merupakan 
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jumlah perkara perdata umum, dan info box yang berwarna ungu 
merupakan jumlah perkara perdata khusus. 
4.2.2 Menu Pidana Umum 
Terdapat 5 sub menu pada pidana umum diantaranya ialah 
pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan 
perkara lalu lintas. Sub menu pidana biasa menampilkan jumlah 
perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara, persentase 
tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, dan lama 
proses pada masing-masing klasifikasi perkara tiap tahunnya.  




Gambar 4.24 Tampilan Sub Menu Pidana Biasa. 
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Berdasarkan Gambar 4.24 dapat ditunjukkan jumlah perkara 
pidana biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru berdasarkan 
klasifikasi perkara untuk mengetahui perbandingan frekuensi pada 
masing-masing klasifikasi perkara. Gambar 4.24 juga menunjukkan 
persentase tahapan perkara per 1 Juli 2020 dan rata-rata lama proses 
perkara pidana biasa tiap tahunnya untuk menunjukkan performa 
pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru juga dapat mengevaluasi waktu proses 
perkara pada masing-masing klasifikasi perkara untuk melihat 
performa pelayanannya setiap tahunnya yang ditampilkan pada 
Gambar 4.24. 
Kemudian pada sub menu pidana singkat menampilkan 
jumlah perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara, 
persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, 
dan lama proses berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahun. 




Gambar 4.25 Tampilan Sub Menu Pidana Singkat. 
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Berdasarkan Gambar 4.25 dapat dilihat jumlah kasus 
berdasarkan klasifikasi perkara untuk mengetahui perbandingan 
tingkat frekuensi pada masing-masing klasifikasi perkara, disebelah 
kanannya dapat melihat persentase tahapan perkara pidana singkat 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, dan dibawahnya dapat 
melihat rata-rata lama proses perkara tiap tahun untuk melihat 
tingkat performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru 
dalam menyelesaikan perkara pidana singkat setiap tahunnya. 
Gambar 4.25 juga menunjukkan tingkat lama proses berdasarkan 
klasifikasi perkara tiap tahunnya untuk mengevaluasi dan 
membandingkan performa pada masing-masing klasifikasi perkara 
setiap tahunnya. 
Selanjutnya pada sub menu pidana cepat menampilkan 
jumlah perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara, 
persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, 
dan lama proses pada masing-masing klasifikasi perkara tiap 





Gambar 4.26 Tampilan Sub Menu Pidana Cepat. 
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Berdasarkan Gambar 4.26 dapat dilihat perbandingan jumlah 
kasus berdasarkan klasifikasi perkara, kemudian dapat melihat 
persentase tahapan perkara per 1 Juli 2020, dan dibawahnya dapat 
melihat rata-rata lama proses tiap tahun untuk mengevaluasi waktu 
proses perkara tiap tahunnya. Selain itu, Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan melihat performa pelayanan 
perkara pidana cepat pada masing-masing klasifikasi perkara yang 
ditampilkan pada Gambar 4.26.  
Kemudian pada sub menu pidana pra peradilan menampilkan 
jumlah perkara pidana pra peradilan berdasarkan klasifikasi perkara, 
persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, 
dan lama proses berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahun. 





Gambar 4.27 Tampilan Sub Menu Pidana Pra Peradilan. 
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Gambar 4.27 menampilkan perbandingan jumlah perkara 
pada masing-masing klasifikasi perkara, kemudian dapat dilihat 
persentase tahapan perkara pidana pra peradilan per 1 Juli 2020, dan 
dapat melihat rata-rata lama proses perkara, sehingga dapat 
mengetahui tingkat performa pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru. Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat 
melakukan evaluasi terkait waktu proses pada masing-masing 
perkara setiap tahunnya berdasarkan box plot yang ditampilkan pada 
Gambar 4.27.  
Selanjutnya pada sub menu perkara lalu lintas menampilkan 
rata-rata perkara lalu lintas tiap tahun dan jumlah sisa perkara tiap 




Gambar 4.28 Tampilan Sub Menu Perkara Lalu Lintas. 
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Berdasarkan Gambar 4.28 dapat dilihat perbandingan jumlah 
perkara lalu lintas setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dan sisa perkara yang belum diselesaikan setiap 
bulannya. Sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat 
melakukan evaluasi terkait pelayanan perkara lalu lintas setiap 
tahunnya. 
4.2.3 Menu Pidana Khusus 
Menu pidana khusus menampilkan 2 sub menu diantaranya 
ialah pidana anak dan tindak pidana korupsi. Sub menu pidana anak 
menampilkan jumlah kasus berdasarkan klasifikasi perkara, 
persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, 
dan lama proses pada masing-masing klasifikasi perkara tiap 




Gambar 4. 29 Tampilan Sub Menu Pidana Anak.   
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Gambar 4.29 menampilkan perbandingan jumlah perkara 
pidana anak setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru, kemudian dapat dilihat persentase tahapan perkara 
untuk mengetahui perbandingan perkara yang sudah dalam tahap 
putusan, dan dapat melihat perbandingan rata-rata lama proses 
setiap tahunnya untuk dimelihat tingkat performa pelayanan perkara 
pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Selain itu, 
sub menu pidana anak juga menampilkan lama proses pada masing-
masing perkara tiap tahun, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A 
Pekanbaru dapat mengevaluasi performa pelayanan perkara pidana 
anak pada masing-masing klasifikasi perkara. 
Selanjutnya pada sub menu tindak pidana korupsi 
menampilkan jumlah kasus korupsi tiap tahun, persentase tahapan 
perkara, dan lama proses tiap tahun. Tampilan sub menu tindak 
pidana korupsi ditunjukkan pada Gambar 4.30. 
 
 
Gambar 4.30 Tampilan Sub Menu Tindak Pidana Korupsi. 
Berdasarkan Gambar 4.30 dapat dilihat perbandingan jumlah 
perkara tindak pidana korupsi tiap tahunnya di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru, kemudian dapat melihat persentase perkara 
tindak pidana korupsi yang sudah dalam tahap putusan di 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, dan box plot lama proses 
perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A 
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Pekanbaru tiap tahunnya. Sehingga dapat menjadi evaluasi dan 
mengetahui tingkat performa pelayanan perkara tindak pidana 
korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 
4.2.4 Menu Perdata Umum 
Menu perdata umum menampilkan 4 sub menu diantaranya 
ialah perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan 
bantahan, dan perdata permohonan. Tampilan sub menu perdata 




Gambar 4.31 Tampilan Sub Menu Perdata Gugatan. 
Berdasarkan Gambar 4.31 dapat dilihat perbandingan jumlah 
perkara perdata gugatan berdasarkan klasifikasi perkara, kemudian 
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dapat melihat persentase tahapan perkara, dan mengetahui rata-rata 
lama proses perdata gugatan tiap tahun. Gambar 4.31 juga 
menampilkan lama proses perkara tiap tahun berdasarkan klasifikasi 
perkara, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat 
mengevaluasi dan mengetahui tingkat performa pelayanan perkara 
perdata gugatan. Selanjutnya tampilan sub menu perdata gugatan 




Gambar 4.32 Tampilan Sub Menu Perdata Gugatan Sederhana. 
Sub menu perdata gugatan sederhana menampilkan 
perbandingan jumlah perkara gugatan sederhana berdasarkan 
klasifikasi perkara tiap tahun, kemudian menunjukkan persentase 
tahapan perkara perdata gugatan sederhana, dan rata-rata lama 
proses perkara perdata gugatan sederhana tiap tahun. Selain itu, juga 
ditampilkan lama proses perkara pada masing-masing perkara. 
Sehingga dapat menjadi evaluasi bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A 
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Pekanbaru dalam meningkatkan performa pelayanan perkara 
perdata gugatan sederhana. Selanjutnya tampilan sub menu perdata 





Gambar 4.33 Tampilan Sub Menu Perdata Bantahan. 
Gambar 4.33 menampilkan perbandingan jumlah perkara 
perdata gugatan bantahan berdasarkan klasifikasi perkara setiap 
tahun, kemudian dapat melihat persentase tahapan perkara, dan 
mengetahui rata-rata lama proses perkara perdata gugatan bantahan 
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tiap tahun. Gambar 4.33 juga menampilkan lama proses perkara tiap 
tahun berdasarkan klasifikasi perkara, sehingga Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan mengetahui tingkat 
performa pelayanan perkara perdata gugatan bantahan. Selanjutnya 






Gambar 4.34 Tampilan Sub Menu Perdata Permohonan. 
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Sub menu perdata permohonan menampilkan perbandingan 
jumlah perkara perdata permohonan berdasarkan klasifikasi perkara 
tiap tahun, kemudian dapat dilihat persentase tahapan perkara 
perdata permohonan, dan rata-rata lama proses perkara perdata 
permohonan tiap tahun. Selain itu, juga ditampilkan lama proses 
perkara pada masing-masing perkara. Sehingga dapat menjadi 
evaluasi bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
meningkatkan performa pelayanan perkara perdata permohonan. 
4.2.5 Menu Perdata Khusus 
Menu perdata khusus menampilkan 1 sub menu yaitu 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tampilan sub menu 





Gambar 4.35 Tampilan Sub Menu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 
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Berdasarkan Gambar 4.35 dapat dilihat perbandingan jumlah 
perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan 
klasifikasi perkara setiap tahun, kemudian dapat melihat persentase 
tahapan perkara, dan mengetahui rata-rata lama proses perkara 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tiap tahun. Selain itu, 
Gambar 4.35 juga menampilkan lama proses perkara tiap tahun 
berdasarkan klasifikasi perkara, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 
1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan mengetahui tingkat 






BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Berdasarkan rata-rata waktu proses perkara pada pidana 
umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus 
dapat diketahui bahwa performa pelayanan Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara 
semakin baik, kecuali pada pidana pra peradilan dan perdata 
permohonan. Nilai variansi waktu proses perkara pada 
pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata 
khusus sangat besar, artinya waktu proses pelayanan perkara 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung 
heterogen. 
2. Dashboard Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru terdiri 
atas 5 menu yaitu home, pidana umum, pidana khusus, 
perdata umum, dan perdata khusus. Menu pidana umum 
terdiri dari 5 sub menu diantaranya ialah pidana biasa, pidana 
singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan perkara lalu 
lintas. Kemudian pada pidana khusus terdiri dari 2 sub menu 
diantaranya ialah pidana anak dan tindak pidana korupsi. 
Selanjutnya pada perdata umum terdapat 4 sub menu 
diantaranya ialah perdata gugatan, perdata gugatan 
sederhana, perdata gugatan bantahan, dan perdata 
permohonan. Sedangkan pada perdata khusus menampilkan 
1 sub menu yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 
Hasil akhir dari pembuatan dashboard ini ialah sebagai 
evaluasi dan informasi terkait performa pelayanan 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam 
menyelesaikan suatu perkara. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil kerja praktik, Saran yang bisa diberikan 
ialah bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam hal 
penyajian data dapat ditingkatkan dengan menggunakan dashboard 
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yang interaktif, salah satunya dengan menggunakan Shiny R. Selain 
itu, bagi peneliti selanjutnya dapat meningkatkan program 
dashboard yang telah dibuat dengan cara membuat dashboard yang 
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Lampiran 3. Lembar Bimbingan Laporan Kerja Praktik. 
 
